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BUPATI WONOSOIL30,
bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat keglatan,
permukiman dan nlrastruktur berpotenst menimbultkan
cangguan  keamanan,  kesclimatan,  ketertiban dan
kelancaran lalu lintas dan anghkutan jalan;
bahwa untuk mencegah gangguan Keamanan,
kesclamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu
lintas yang clekul, siiurat dan berkesinambungan,;
bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimalisud
pada hurul a dan hurul b, maka perlu menctapkan
Peraturan Bupatl tenlang Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang Undang  Nomor 13 Tahun LOB0 tentimng
Pembentukan Dicrah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentany Jalan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
[32, Tambahan Lembaran Negarao Republiks Tondonesia
Nomor 44441j;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataarn
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); '
Undang-Undang Normior 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C09 Nomor 96, Tamnrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomnor 2025);



€.

9.

1),

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negarn Repubhk indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomoer 23 Tahua 2014  lentang
Pemoerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
ndonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah (Lemibaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53589);

Peraturan Pemerintih Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Incdoncsia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembooan Negava Republik Indonesia Nomor
46:59); 7
Peraturan Pcmerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi, Dan Pemerimtahan Dacrah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemcerininh Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Perencanaan  Pengaturan,  Analisis Dampak  Scrla
Manajemen Kebutunan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesie Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesio Nomor 52210
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20010 tentang
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesiac Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan

Foembaran Negara Republle Tndonesio Nomor H2249),

 Peraturan Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahuan

2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah Kabupaien
Wonosobo {Lembaran Dacrah Kabupaten Wonosobo Tahun
2008 Nomor 7, Tanibahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Wonosobo Nomor 7

. Peraturan Dacrah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun

2011 (entang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 {(Lembaran Dacrah
Kabupaten Wonoscho, Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Dacrah v bupaten Wwonosobo Nomor 2);



MIEMUTUSKARM:

Menctapkan @ PERATURAN  DBUPATLE TIENTANCG ANALISIS DAMPAK  LALU

LINTAS.

BAILZ
KIETENTUAN UMUM

Pasa. |

Dalam Peraturan tiapati ini yang dimaksud dengan

6.

10.

Dacrah adalal, Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Dacrah adalah Bupat dan Peranckat Dacrah schagar unsur
penvelengeara pemerintahan Dacrab,

Bupat adalah lLupati Wonosobo.

Kepolisian Neqsoa Republik Tndonesae adalalhy fepolisian Resor Wonosobo
yang menangai lalu lintas.

Akademisi/Perierhati Lalu Lintas adalah Lenonaga Swadaya Masyarckat
atau kalangan perguruan tinggi yang mmemahami dlan peduli pada bidang ialu
lintas dan anghuatan jalan,

Dampalk Lalu Lintas adalah pengaruh yang nengakibatkan perubahan
tingkat pelayanan lalu lintas menjad: Lingkat yang lebih rendah, diakibatsan
oleh pembangunan pusat keglatan, permukimian dan infrastrukiur pada
UnNsur-unsur joringan tanspoertasi jalan.

Analisis Damocek Lalu Lintas yang sclanmjutny:. dischut Andalalin adalah
serongkaian  kegiatan  kajian roeagenal dampak  lalu lintas  dart
pembangunan pusal keglatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya
dituangkan dainm bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
Dokumen Has:l Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenal dampak suatu
kee atan dan/ aau usaba tertenta ternadap lale lintas yang diperlokan bagi
proses pengaraiilan keputusan, yany Lteedirt dari dokumen keranglkw acuan,
dokumen andlisis kincrja lalu lintas scerta dokumen manajemen dan
rckayasa lalu Lintas,

Perencanaan l'engaturan Lalu Lintas adalah porencanaan manajenen dan
rckavasa lalu lintas lerhadap kegintan dan/atau usaha tertentu yang
meliputi pengluran sirkulasi di bagian dalarm suatu kegiatan dan/atau
usaha sampai dengan jalan di sckilar suatu kegiatan dan/atau usaha yang
merupakan jaion akses suatu kegiatan dan/ata . usaha tersebut.

Dokumen  Hasd  Perencanaan  Pengaturan  ialu Lintas  adalah hasil
studi/kajian 1aengenai dampak suaiu keglatas dan/atau usaha tertentu
ternadap lalu siatas yung diperlukan bagi pros:s pengambilan keputusan,
yang terdiri Jori dokumen analisis kinerja 'ulu lintas serta dokumen

manajemen reiayasa lalu lintas,



1. Bangkitan Lalo Lintas adaiah jumlah kendaraan masuk dan keluar reta-rata
perhari  atau  sclama jam  puncek  yang Jdibangkitkan oleh  suatu
pembangunan pusat kegiatan, permukiman dar infrastruktur,

12.Jalan adalah p.oasarana transportasi darat yang :acliputi scgala bagian jalan,
termasuk bancunan pelengkap dan perlenekaparnya yang diperuntukkan
bagi lalu fintas, vang berada poda permukaan anal, di atas permukaan
tanah, di baw. . permukaan tanah can/atau air, scrta di atas permukaan
air, kecuali jaln kercta api, jalan lori, dan jalan kabel.

13. Pengembang «.au pembangun adalal orang atiu badan yang bertanggung
jawab atas  pembangunan pusal  kegilatan,  permukiman dan/atau

inlrastrukiore,

BAD I
VARKSUD, TUJUAN, DA RUANG LINGRUDP

Pasi. 2
Maksud pelaksan:ain Andalalin dan Percricanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah
untuk mengantis,;asi dampak yang ditimbulkan kibal pembangunan pusat

kegiatan, permukinan dan infrastruktur terhadap lilu lintas di sckitarnya.

Pasa. 3

Tujuan dilakukaniya Andalalin dan lerencanasn Perigaturan Lalu Lintas

adalab

a. memprediksi dompak yang ditimbulkan akibat sual.u% pembangunan pusat
kegiatan, pernickiman dan infrastrukour;

b. ménentukan  Lontuk peningkatan, perbaikan yang diperlukan untuk
mengakomodas. perubahan yang terjadi akibat suatve pembanguonan: pusal
kegiatan, permukiman dan infrastrukiur, :

¢. menyclaraskan kebijakan mengenal tata guna lahan dengan kondisi 'alu
lintas, jumlah Jdon lokasi akses, seria alternatil peningkatan/perbaikan;

d. meugidentifike s, masalah-masalah vang dapu mempengaranl  putusan
pensembang cooamomelaksanakan kooiatan yan: chivsulkan;

¢, scbagal alal pengawasan dan cvaluwasi (erhada;, 1'}(‘[;.11}:5111"1&;111 Perencanaan

Pengaturan Laou Lintas.

Pasa: 4
Ruang Lingkup ye 12 diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Andalalin; dar.

b. Perencanaan PPeagaturan Lalu Lintas.
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PELAKSANAAN ANDALALIN DAN PERENCANAAN I'SNGATURAN LALU LINTAS

(1)

Pasa. 5
Sctiap  rencana pembangunan pusat keyatan, permukiman  dan
infrestruktur oong akan menimbulkan gangguan Kenamnanan, kosclameitan,
kelertiban dan kelancaran lalu lintas dan angloatan jalan wajib dilekukan
Andalalin dan Cerencanaan Pengaturan Lalu Litaas,
Rencona peinbangunan pusal e, perikinin dan infrastrukooy
schavaimana dimaksud pada avat (1) dapat buerupa peroangunan baru,

pengembangar. atau peningkatan kepadatan.,

Pasil 6
Pusat kcgiut.zuf schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa
hangunan unti..< .
a. toko/rumai. loko/perbelanjaan;
b, romah kanior/ perkantoran,
. hotel/mote. penginapan;
d. ramah sak. | klinik;
¢. industri/pe pudangan;
. sckolah/poryuruan tinggl;
g. lempat kursus;
. 'z'n‘ét,r)ran/rumah makan;
. gedung periemuan/tempat hiburaa/pusat ol chraga;
] bengkel kencaraan bermotor;
k. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas
b kegiatan lain yang dapat menimbulkan banglitan dan/atau tarikan 1alu
fintas,
Permukiman s ooagaimana dimaksud dalam Pas: ! 5 avat (1) berupa .

a. perumahar can permukiman;

b. rumah susun dan apartemen;
¢. permukimi lain yang dapat menimbulkan angkitan dan/atau tarikan

lalu intas, antara lain asrama.
Inlrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) berupa:
a. lerminal;
b. stasiun kercla api;
c. pool kendaraan;
d. lasilitas pavkir untuk umum; dan/atau
¢. inlrastrukt..r lain yang dapat menimbulkan nangkitan dan/ataa tarikan
falu lintas.
Kriteria besarar pusal kegiatan, permukiman dan infrastrukiur yang wajib
melakukan Andalalin dan Perencanaan Pengatusin Lalu Lintas scbagaimann
dimaksud dalivm Pasal 5 ayat {1] tercantun: dalam  Lampiran | dan

merupakan beasan lidak terpisahkan dari Peratoran Bupati ind.



Pas.a. 7
Hasil Ancdalalin di.1 Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas merupakan salah satu
persyaratan pengenibang ataw pembangun untuk miemperoleh s
a.  izin lokasi;
b izin mendirikan hangunan, dan/atau
¢. izin pembangtinan bangunan gedung dengan fungst Khusus sesual dengan

keterituan per. turan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAD IV
TATA CARA PICRMOTTIONAN

jaeinn Nesatu

Tata Cara Andalalin

Yasis &

{1} Sctinp pengernibang atau pembangun yang akan melaksana<an kegiatan
dan/atau ussoaa sebagaimana dimaksud dalion Pasal 5 eyet (1) wajib
melakukan Arclalalin dengan menunjuk lembasa konsultan vang memiliki
enega  ahli bersertilikat sesuwid dengan kelentuan  peraturan
poertndang nidongan.

(2} MHasil Andalali.. sebagaimana dimalkesd pada ay v (1) disusan dadanm hoertulk
Dokumen Andalalin.

(3) Dokumen hasii Andalalin schagaimana dimaksud pada ayat {2) paling sedikit
maerauat ;

Lo cnalists b Ritan dan artkan Lelu lintas dan anglkutan jalan akibal
pembanguiin;

b. simulasi kincrja lalu lintas taapa dan dengan: adanya pengembangan;

¢. rckomendas-i dan rencana implementasi penanganan dampak;

d. tanggung ocab Pemerintahy Dacieoh dan peagzembang atau pembangun
cladam pencazanan dampualk;

¢c. rencana pe.nantauan dan evaluast dan

[. gambaran t.raum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(4) Tanggung jaw:iu pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak
schagaimana «:.naksud pada ayat {3) hurul d dilakukan dalam lokasi pusat
keglenan,  pormukiman atau inirastruktus yang dibangun atau
dikcinbangkan ..

(5) Hasil Andalal.v sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
persctujuan doct Bupati sesuai dengan kewenarsannya.,

(6) Bupat dapat melimpahkan kewenangan untule menctapkan persetujuan
Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Organisasi
Perangkat Dach yang menangani ususan perl ubungan.



Bagian Kedua

oo Cara Perencanaan llengaturan Lalu Lintas

Pasat 9

(1) Sctiap pengeninang atau pembangun yang akan mclaksanakan Keglatan
dan/atau usain schagaimana dimoksud dalaom Pasal 5 ayat (1) wajib
melakukan Pe.cacanaan Pengaturan Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga
konsultan, ‘

(2) Hasil Perencaauan Pengaturan Lalu Lintas schagaimana dimaksud pada
ayal (1) disustin dalam bentuk Dokumen hasil Perernicanaan Pengaturan Lalu
Lintas.

(3) Dokumen has:i Zerencanaan Pengatusan Lalu Listas scbagaimana dimaksud
picda ayat (2) paing sedikit memuat :

a. simulast kicrja lalu lintas baik wwnpa maupun adanya pengembangan:

b. rckomend:is dan rencana implemente st peni.nganan dampak;

¢c. langgung jiwab Pemerintah Dacruh den pengembang alau pembangun
dalam penoaiganan dampak;

d. rencana pe.nantauan dan cvaluasg; dan

e. gambaran w.num lokasi yang akan dibangun etau dikembangkan.

(4) Tanggung jawa:, pengembang atau pombangun dalam penanganan dampak
sehugaimana domaksud pada ayat (O] hural d dilakokan dalaon lokasi pusat
keglatan,  permnukiman atau inlrastruktur yang  dibangun  alau
dikembangkan .

(5) Hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas schagaimana dimaksud pada
ayat (1) haras mendapat p'k‘l'S(.‘lL,ljl_léJl'l deavil Bupati sesuat dengan
kewenangannvi,

(6) Bupal dapat nelimpahkan kewenongan untulk menetapkan pex'S(‘.LujUan
Perencanaan Peagaturan Lalu Lintas scbagaimuana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepalin Organisasi Perangkat Daerah yang!g menangani urusan

perhubungan.

Pasal [0
Dakom bl usulan Zokumen Andalalin dan Perencarnan Pengaturan Lalu Lintas
mengahibatkan perabahan infrastrukons dan/ates prasarana di dalao/oay
ruang miiik jalan. maka pcmohon wajib melampirkan rekomendasi dari
instansi/pihak ter«ait.

BAIL YV
PitRSYARATAN PERMOMONAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Poosvaratan Permohonan Persetujuaon Andalalin

Pasal 11

(1) Untuk memporoleh persetujuan Andalalin sebigaimana dimaksud dalam



(1)

Pasal 7 pengeinbang atau pembangun harus menyampaikan Dokumen hasil
Andalalin kepaoa Bupati melalui Kepalo Organisasi Peranekatl Dacrahy yang
menangani urasan perhubungar untuk difakulan penilanan,

Penigajuan Dosomen hasil Andaialin disertal dengan persyaratan .

a. [tocopy K oruu Tanda Penduduk:

b, [stocopy asta Pendivion Badar Hukwm yang telah mendapatian
pengesahan darl Pejabal yung'lu-rwc:nung, apabila pemrakarsa adelah
Badan Hul:um;

¢, sural kua-:. bermaterai cukup dari pemreakarsa apabila pengajuan
permohon: o dikuasakan kepada orang tain: lan

d. Dokumen osil Andalalin yang aisusun olen lembaga Konsuilan vang
memiliki onaga ahli maupun  kcelompok tenaga ahli berdasarkan
pedoman sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan,

Bupali schaga.mana dimaksud ﬁuda avat (1) memberikan persetujuan dalam

el waktu adine, o 60 {enan puluh) bort kerja sejake diferimanya

Dokumen has. Andalalin sceara lenygaap den m menuhi persyaratan.

Bagian kedua
™

Persyaratan Perirohonan Persclujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas

Pasal 12

Untuk memp.oroleh  persceiyjuan Perencanaasn Pengaturan Lalu Lintas

schagaimana dionaksud dalam Pasal 3 pengemlang atau pembangun harus

menyampaika:s Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas <epada

Bupat melalu Fepala Organisasi Peviongkat Dacrah yang menangani urusan

perhubungan antuk dilakukan penileian.

Pengajuan Dokamen hasil Perencanaan Penginuran Lalu Lintas disertai

dengan persyaratan

a. lotocopy Kiriu Tanda Penduduk;

b lutocopy sta Pendirian Badar, Hlukum  vang telah mendapatkan
pengesahan dart Pejabat yang borwenang, cpabila pemrakarsa adalah
Badan Hul:v.m: dan

o Dokumen aas't Perencannan Penpatoran Lol Bindas yangs dhsison aleh

Slembaga Lonsultan yang  memiliki o tenasa ahli sesuai kelentuwn
peraturan perundang-undangan,

Bupall scbaga n.ana dimaksud pada cyat (1) me:berikan persetujuan dalam

jangka waktu raling lama 60 (cnam puluh) hori kerja sejak diterimanya

Dokumen hasit Perencanaan Pengaturan Lolu Linlas scoaca lengkap dan

memenuhi pe: syaratan,

Pasa. 13

"2y (e B e .. . R e ca g - - . - i .
Bagan alur ata cona pemberian persctujuan dokuimen Andalalin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantiin dalam Lampiran [l dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

BALS VI
PICNTLATAN

Pasal 14
Unlulk memboikan perscetujuan Andalalin sclagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayar 3] dan persclujuan cerencanaan Pengaturan laiu Lintas
schagaimana dimaksud dalam Pasa: 12 ayat {3) Bupati membentuk Tim
untuk melakuizin Penilaian.
Tim sebagaimuna dimaksud pada avat (1) ditcrapkan dengan Keputusan
Bupall dan sehorang-kurangnya beringgotakarn @

a. Organisasi lerangkat Dacrah ving

menanganl  urusan  sarana  dan
prasarana :..u lintas dan angkutica jalan; ’

b. Organisasi Y‘crangkal Dacrah vane menangani urusan pembinaan jalarn;

¢ Organisast Perangkat Dacrah yvoang menangani Urusan PETCTICH NN
pembangunan Dacrah dan tata ruang Dacraly,

d. Lepolisian Negara Republik Indoresla.

Pasal 1H

Tim sebagaimana J:maksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

21

b,

.

melakukan peailaian terhadap hasil Andalalin dan Perencanaan Pengaturan
Lalu Lintas;
menilal kelaye < rekomendasi vane diusulkas: dalam hasil Andalalin dan
Pereircanaan eogaturan Lalu Lintas;
melakakan kourdinasi antar instansi terhadap pengajuan Dokumen hasil
Andalalin dan Dokumen hasil Perenacianaan Penvaturan Lalu Lintas;
memberikan  portimbangan  metodologl, anal.sis, rencana  peningkalan
Jaringan jalan, permanfaatan ruang nilik jalao, {rumija), jaringan utilitas,
rencana  kota dan  syarat zonasi scbhagal podoman  perencanaan  dan
pembangunan  lisik berdasarkan peraluran perundang-undangan yang
berlaku; dan
meciberikan pertimbangan tentang pengatu -an Ialu lintas.

Pasul 16
Hasil penilaian: Tim scbagaimana di naksud dolam Pasal 15 disampaikan
kepada Bupati
Dadame hal he-il pentlaian Thm nenyatokan hasil Andalalin dan hasil
Perencanaun  lengaturan lalu lintas vang  disampaikan sebagaimana
dimaksud paca  ayal (1) belurt  memenuhi persyaratan, Bupati
mengembalikar hasil analisis kepada pengembiing atau pembanrgun urtuk
disempurnakar..

Pasid 17
Dalem hal h..~il penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin dan  hasil

Perencanaan  Pengaturan  Lalu Lintas yang disampaikar sebagalmansa



dimaksud dalian Pasal 16 telah menenuhi persyaratan, Bupati meminta
k(:i)ﬂ(l&l pengenibang atau pernbangun uniuk meabuat dan menandatangani
surct pernyacon kesanggupan  miclaksanakan semua kewajiban vang
cereantum Aalior Dokumen hasil Andalalin dan Gokumen hasil Perencanaan
Pengaturan Liou Lintas,

Surat  pernyicaan  schagaimana  dimaksud  pada ayal (1) harus
ditandatangan. pemilik, dirckiur atauw pimpinan cabang dart pergembang
ataul pembang o, ‘

Surat pernyat. o a schagaimana dimoosud pada ayat (1) merupakan bhaglan
vang tidak terjisahkan dari Dokurien hasii Andalalin dan Dokumen hasil
Perencanaan 'eagaturan Lalu Lintas,

Kewajiban sebizaimana dimaksud pada ayat () harus terpenunt scbelumn

dan sclama pues i kegintan, permukinan dan infrastruktur dioperasikan.

BAD VIl
EVALUASI

usat 18
Fvaluast terhac p Andalalin dilakukon sceara biorkala.
Evaluasi sebuagaimana  dimaksud pada ayar (1) dilakukan oleh Tim
scbagaimana dinaksud dalam Pasal 14, |
Hasil cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kcepada
Bupatl melaiu: Fepala Organisast Periongkat Dacrah yang menangani urusan
perhubungan.
Berdasarkan tiasil evaluast Bupati dqoat membeerikan kewajiban-kewajiban
baru yang haros dilaksanakan oleh pongemban - atau pembangun.
Bupat dapat roelimpahkan kewenangan pemboecian kewajiban scebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepsla Organisast Perangkat Dacrah yany

menangani uroecan perhubungan.

BAL /11
PIEMBINAAN DAN PENGAW . SAN

Pasal 14
Pembinaan day pengawasan terhadap pelaksasaan persetujuan Andalalin
dan l'erercan:.:in Pengaturan Lalu Lintas dilaku.kan oleh Bupali.
Bupaid dapat nchmpahkan kewenungan pombinaan dan pengawasan
schapamimana vt naksud pada ayat (1 kepada opala Organisasi Perangkat
Dacreh yang ni.cnangani urusan peritabungan.



PAL I
SANKSI ADNNISTRATIE

Pasal 20
(1) Sctiap  pengeirbang  atau pembangun yar nelanggar nernyataan
kesargeupan scoagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sarks:
adrministratil olch pemberl 12N sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.
(2) Sanksi administratilf scbagaimana dimaksud paca ayat (1) berapa .
Q. '|'>w'ingal_em lortulis;
L. peaghentian sementarva pelayanan wamenn;
c. penghentiaa sementara kegiatan,
. pembatalaaozing dan/atan

¢c. pencabutlan :zin.

Pasat 21

(17 Sanhsi admico~irat{ berupa pering dan tertudis sebagaimara dimalksud
dalin Pasal 2u ayat (2) hural a dikenal sebanyaic 3 (tiga) kali dengan jangkea
wak 11l masing masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalom hal pengembang atau wembongun tidal: melaksanakan kewajiban
selelinh Devakionyva oneko waklu peringatoan tertulis ke 3 (tiga), dikena
sunkst admiccaratil berupa pengaoontian sciientara pelayanan umum
dan/atau perigaentian scmentara keglatan sclama 30 (tiga puluh) han
kalcnder,

(3} Apabila sampai batas akhir wakiu penighentian sementara pelayanan umum
dan/atau penehention sementara kegintan sebagaimana dimaksod poada
ayul (2), pengen.bang atau pembangin tudak niclaksanakan kewajibannyy,
maka izin schaeaimana dimaksud dicam Pasal V7 dibatalkan atau dicabut.

BAD X
KETENTUAN “ERALTHAN

Pasal 22 ; _
Scliap pengembang atau pembangun yang bespolonss mijenimbulkan Dampak
Lalu Lintas scbelure: berlakunya Peraturan Bupad ini, yang sudah mendapatkan
[zin Mondirtkan Dangunan dan sedang nelaksanalan pémbangunan, apabila
terjadi perubahan site plan, pengembang atau pembangun harus membuat dan
mendapatkan persetujuan Dokumen hasil Andalalin dan persctujuan Dokumen
hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintes.



BAD X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati iv . mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.
Agar sctiap orang :ncngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan | nempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Wonosobo.

Ditctapkan di Wonosobo

pada tanggal 17 iiovember Z(44

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHQEIQ ARIF

Diundangkan di W« .10s0bo
o
pada tanggal 16 Hovember 2014

SERKRETARIS DAlLKAH KABUPATEN WG JOS0OBO,

T

RO SUTRISNO W 30WO
BERITA DAERAH K .BUPATEN WONOSOGH3O TAHUN 2014 NOMOR 35



KRITERIA BIESARAN

No

l

PUSAT

KISGIATAN

Lasi.piran |

Noror

Tangeal .

 Peraturan Bupatlt Wonosobo

5 oTnhun S04
17 voverbor 2004

PERMUKI VAN IDAN INFRASTRUKTUR

YANG WAJIE MELAXNUKAN ANDALALIN

Jenis Kegiatan dan/atau
Usal:

w

P

PUSAT KEGIATAN

1.

2.

co/rumdh
toko/perbelan;ian

Rumah

kantor/perkar.oran

Hotel/motel/po ngmapan

Rumah sakit/klinik
fndustri/pergo langan

Sckolah/perguruan tingg!

<

Tempat kursus

3. | Restoran/run . h makan

9. 1 Gedung
peremuan/tenipal
hiburan/pusic olahraga

10 | Bergked ~endaraan
1Bermotor

11| Stasiun Pengis.an Bahan

| Balar Umuam foas
PERMUKIMAN
12, | Perumahan, permukim

dn

]
i

100

|
|

-

][1111(11 Lo

Dokurm n Perencan
Pengatiean Lala 1L

]
~ )

100 ~ 300 m< luas in

crbdng_, 1

aell

nLlas

lua.s

ntar

Lebih dari 500 m?2

Buatasan Wap b Menyusun Anaalalin

Dokumen Andalalin

luas

lamm Lcrbmmun

Lebih dart 1.000 h“) luas

lantai terbangun

L(’blh ddn 50 kamal

Lebih dari Q.OOO m-i 1L1c1.s

Clantal lerbangun

Lebih dart 2.000 m- luas

 lantal 1ub<,1110un

OO0 - OO(} m-

ldntln lervangun

10 -50 l\dmdr

lO() - 1.000 m*? Iuas .

luntat terbangun

100 - '.'..('JOVOV m- ILlas

lantail teroangun

o 250 - 1.000 siswn;
alau

e 500 - 1.500 m< aas
Lo terbangun

¢ 50-100
siswa/waktlu; atau

e 125400 m? luus

lintin 1
OO 000 mH
luntal Wroangun
1000 m?

lantal terbangun

Thoangn

100 2.000

Inangun

me

-4 porapa

« 10-
« 1.000
luas lantai
terbangun

S0 uni atoo
<5000 1

fuas

luas

iuas

. Lebih dari 1.

g
Hl(ll’llal terbangun

_ebih dari 2.000 m

5‘- LLblh dart 1. OUU

siswa; atad

500 m*
s Jantad werbsreun

e Lebih dari 200
siswe /waktu; atau

e Lebih dari 400 m?
s lant

1.000 m* lu

arterhangm

Lebih dard s

3 ldmal e rbenoun

Lebili dari 1.000 r12 1uc7arsr

les

lamaz L(f”bdn(fun

Lebih dar 4 pompa

« Lebih dari 50 unit;

alau

» Lebih dari 5.000 m?

luas lantai terbangun




| Apartemen; ramah

SUISUT

|
INFRASTRUKTUR
14, Terminal/poct
| kendaraany wedung

parkir

antara angho 1-13

Keterangan :

15. | Perpaduan; xombinasi

o 10 - 50 unit; atau |

«  1.00. - 5.000 m~

luas [.intail

terbicngun

500 - 3.000 m? ldési

lantal terbangun

~lanta; terbangun

e Lebih dari 50 unit;
atau
e Lebih dari 5.000 m?

luas lantai terbangun

Tanpa batas

Lebih dari 3.000 m? luas

Luas Lantai Terboogun adalah sejumlali luas selurubh lantai bangunan tidak

termasuk luas lan ol parkir, sirkulasi kendaraan, don taman.

BUPATI WONOSOBO,

T————

H.A.

L

KHO ARIF



L. apiran I Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor :35 Tahun 2C14
‘tanggal : 17 sicvember 201k

BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN 2 SRSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN

PERSYARATAN T N LENGKAP

| ‘| PERSY ARAL N LENGKAFP

Y
- ' T —
L. y 3, 3. 4,
| PEMRAKSRSA/ v SEKRETARIAT - »| BIDANG LALU > KEPALA
L PEMOHON ~_ LINT 33 OPD/SEKRIETARIS
9. 7. 6. 5.
TIM PENILAL e BIDAYN. LALU SEKRETAIIT 4— PEAMRAKARSA/ (e—| SEKRETARIAT
LINTAS PIEMOTION
|
¥
10. 11 §l 12 13. 14.
BIDANG LALU SURETARIS |—pi  KEPALY » SEIRETARIAT PEMRAKARSA/
LINTAS ‘ J OPD PEMOION

Keterangan .

a. Nomor 2 san.pal dengan Nomor S 7 {tujuh) hart kerja

b. Nomor 7 sanmai dengan Nomor 13 = 7 {tujuh} hari kerja

BUPATI WONOSOBO,

mmy——

H.A. KHOLIQ ARIF

\k._/



